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ABSTRAK 
 
ANALISIS PAYMENT ONLINE SYSTEM PAJAK BUMI DAN BANGUNAN 
(PBB) PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH  
KABUPATEN ROKAN HULU 
 
 
Oleh :Lisa Anggraini 
 
 Penelitian ini dilaksanakan di Badan Pendapatan daerah Kabupaten Rokan 
Hulu yang dimulai pada tanggal 13 Februari sampai dengan 13 Maret 2020. 
Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui tentang payment online 
system pajak bumi dan bangunan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten 
Rokan Hulu. penulisan ini menggunakan metode kualitatf dengan pengumpulan 
data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Pajak bumi dan Bangunan 
oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hulu mulai dipungut pada 
tahun 2012 dengan pembayaran secara Offline, kemudian pada tahun 2018 
Bapenda Kabupaten Rokan Hulu mulai menerapkan Payment Online System 
(POS). Perubahan sistem pembayaran dari manual ke online dipelopori oleh 
masih banyaknya kekurangan yang terdapat pada sistem pembayaran secara 
manual dan juga dipicu oleh perkembangan teknologi yang semakin canggih. 
Beralihnya sistem pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan memberikan pengaruh 
yang cukup positif terhadap penerimaan daerah dari sektor Pajak Bumi dan 
Bangunan. Pembayaran dengan menggunakan POS lebih memberikan kemudahan 
bagi berbagai pihak baik dari masyarakat sebagai wajib pajak, bapenda sebagai 
penerima pajak maupun pihak Bank sebagai perantara pembayaran Pajak. 
Kemudahan yang diberikan POS terletak pada waktu yang relatif lebih singkat 
dan lebih hemat tenaga. Namun tentunya sebagai suatu sistem POS tidak terlepas 
dari berbagai permasalahan. Penerapan Payment Online System (POS) dapat 
berjalan efektif jika dalam penerapannya dilakukan sosialisasi terlebih dahulu agar 
memudahkan masyarakat dalam menggunakannya.  
 
 
Kata Kunci : Payment Online System (POS) dan Pajak Bumi Bangunan.  
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
1.1 Latar Belakang 
Pajak berperan penting dalam perekonomian negara khususnya di Indonesia. 
Bagi masyarakat Indonesia pajak bukan merupakan suatu yang asing lagi, 
sebagian kalangan masyarakat telah menempatkan pajak sebagai salah satu 
kewajiban dalam bernegara. Pajak menjadi sarana bagi masyarakat untuk ikut 
berpartisipasi dalam membantu pelaksanaan tugas negara, dengan partisipasi 
masyarakat di bidang perpajakan akan berdampak baik untuk kemajuan dan 
pembangunan negara.  
Pajak memiliki kontribusi yang cukup tinggi dalam penerimaan negara 
nonmigas. Pada beberapa tahun terakhir, penerimaan dari sektor fiskal mencapai 
lebih dari 70% dari total penerimaan dalam APBN. Dalam rangka meningkatkan 
penerimaan negara dari sektor ini maka pemerintah Indonesia telah membuat 
beberapa kebijakan dalam bentuk ekstentifikasi dan intensifikasi. Sehingga 
dengan kebijakan tersebut dapat berdampak pada masyarakat, dunia usaha, dan 
pihak-pihak lain sebagai pembayar/pemotong/pemungut pajak (Resmi, 2017: iii) 
Pajak bumi dan bangunan (PBB) merupakan salah satu jenis pajak yang 
dipungut berdasarkan objeknya. Objek PBB adalah Bumi/Tanah dan bangunan, 
artinya yang menjadi sasaran dalam pemungutan PBB adalah bumi/tanah dan 
bangunan tanpa memperhatikan keadaan dari subjek atau  wajib pajak itu sendiri. 
Pembangunan sarana umum seperti jalan, jembatan, rumah sakit umum, dan 
sekolah menjadi lebih mudah terealisasi dengan adanya PBB. Selain itu, 
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Pemerintah Kabupaten/kota juga memperoleh manfaat dari PBB diantaranya yaitu 
untuk Subsidi atas pangan dan bahan bakar minyak, dana untuk mengembangkan 
transportasi umum, dana pemilu, kelestarian lingkungan hidup dan budaya, serta 
untuk pengeluaran daerah lainnya.  
 Undang-undang yang mengatur tentang PBB adalah undang-undang No. 12 
tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan undang-undang No. 12 tahun 
1994. Untuk kabupaten/kota diatur lebih khusus lagi oleh Undang-Undang No 28 
Tahun 2009 Tentang Pajak dan Retribusi daerah yang disah kan pada 15 
September 2009. Sejak berlakunya Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009, maka 
wewenang untuk memungut Pajak Bumi dan Bangunan sektor Pedesaan dan 
Perkotaan (PBB P-2) diserahkan ke pemerintah Kabupaten/kota. Penyerahan  
PBB P-2 kepada pemerintah kabupaten/kota dimulai 1 Januari 2011 dan paling 
lambat diterapkan pada masing-masing kabupaten/kota pada 1 januari 2014. 
Mardiasmo (2018: 389), Sejak ditetapkan sebagai Pajak Daerah maka 
Pemerintah Kabupaten/kota wajib memungut PBB P-2 kepada orang pribadi atau 
badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan atau bangunan yang 
dimiliki, dikuasai, dan atau dimanfaatkan, kecuali kawasan yang digunakan untuk 
kegiatan usaha Perkebunan, Perhutanan, dan Pertambangan. Orang pribadi atau 
badan yang memiliki objek PBB melakukan pendaftaran kepada pemerintah 
daerah wilayah Objek Pajak tersebut, kemudian pemerintah menetapkan jumlah 
pajak yang terutangnya. Dasar pengenaan PBB adalah Nilai Jual Objek Pajak 
(NJOP), yang mana NJOP tersebut ditentukan berdasarkan harga pasar per 
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wilayah yang ditetapkan oleh menteri keuangan, perbandingan harga dengan 
objek lain yang sejenis, nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.  
Kewajiban yang sama juga dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Rokan 
Hulu yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 tahun 2008 tentang 
perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 tahun 1999 Tentang 
Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan 
Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten 
Kuantan Singingi dan Kota Batam. Kabupaten Rokan Hulu mengelola PBB sektor 
Perdesaan dan Perkotaan (PBB P-2) mulai 2 januari 2012 yang mana 
kepengurusan dalam bidang PBB P-2 ini diserahkan ke Badan Pendapatan Daerah 
(BAPENDA) Kabupaten Rokan Hulu. Mulai dari proses pendaftaran, pendataan, 
penilaian, penetapan, pengadministrasian, pemungutan/penagihan serta 
pelayanannya. 
Pembayaran PBB P-2 di Kabupaten Rokan Hulu mulanya dilakukan secara 
manual, yaitu wajib pajak berhadapan langsung dengan fiskus atau pemerintah 
sebagai pemungut pajak. Namun seiring dengan perkembangan teknologi, maka 
reformasi perpajakan dirasa perlu dan penting untuk perubahan ke arah yang lebih 
baik. Salah satu reformasi perpajakan yang dilakukan adalah dari segi 
pembayaran. Yaitu beralih dari pembayaran secara manual ke pembayaran secara 
online atau yang lebih dikenal dengan payment online system (POS). Dengan 
diterapkannya payment online system pada pembayaran PBB diharapkan dapat 
memudahkan masyarakat Rokan Hulu dalam membayar pajak yang terutang. 
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Sehingga dapat mendongkrak penerimaan daerah pada Kabupaten Rokan Hulu 
khususnya dari sektor PBB P-2. 
Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu melalui BAPENDA bekerjasama 
dengan PT Bank Riau Kepri Cabang Pasir Pengaraian dalam menerapkan sistem 
pembayaran PBB P-2. Hal ini dibuktikan dengan sudah dilaksanakannya 
penandatanganan MoU antara BAPENDA Kabupaten Rokan Hulu dengan PT 
Bank Riau Kepri Cabang Pasir Pengaraian, Pada 20 Juli 2018. Sehingga 
masyarakat Rokan Hulu tidak perlu lagi jauh-jauh datang ke kantor BAPENDA 
atau UPTB, namun bisa langsung mendatangi PT Bank Riau Kepri terdekat. 
Berikut target dan realisasi penerimaan PBB P-2 pada Kabupaten Rokan Hulu 
tahun 2016-2019 
Tabel 1.1 Target dan Realisasi Penerimaan PBB P-2 Kabupaten Rokan Hulu 
 
Tahun Pajak Target (Rp) Realisasi (Rp) Persen 
2016 14.924.983.031 5.593.475.529 37.00% 
2017 13.081.446.941 7.149.139.265 55.00% 
2018 16.730.023.864 8.982.977.887 54,00% 
2019 16.505.756.726 9.558.177.784 58,00% 
Sumber : Badan pendapatan daerah Kabupaten Rokan Hulu (2020) 
 Dari tabel tersebut terlihat bahwa untuk pendapatan PBB P-2 disetiap 
tahunnya mengalami peningkatan Yang signifikan walaupun belum mencapai 
target. Pada tahun 2016-2017 pembayaran PBB P-2 masih belum menggunakan 
Payment Online System (POS) atau pembayaran masih dilakukan secara Offline 
dan untuk tahun 2018-2019 sudah menggunakan Payment Online System (POS). 
Berdasarkan latar belakang yang telah penulis kemukakan maka penulis 
tertarik untuk mengangkat judul tugas akhir yaitu  Analisis Payment Online 
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System Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Pada Badan Pendapatan Daerah 
Kabupaten Rokan Hulu. 
 
1.2 Rumusan Masalah 
Rumusan masalah yang akan diteliti adalah : 
1. Bagaimana Perbandingan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan 
Sebelum dan Sesudah  Menggunakan Payment Online System di Badan 
Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hulu ? 
2. Apa Kendala Penerapan Payment Online System (POS) Pajak Bumi dan 
Bangunan Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hulu ? 
 
1.3 Tujuan dan Manfaat penulisan 
Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dikemukan 
diatas maka tujuan dari penelitian ini adalah : 
1. Untuk Mengetahui Perbandingan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan 
Sebelum dan Sesudah Menggunakan Payment Online System di Badan 
Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hulu. 
2. Untuk Mengetahui Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan 
Bangunan Sebelum dan Sesudah Menggunakan Payment Online System di 
Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hulu. 
Penelitian yang dilakukan penulis diharapkan dapat memperoleh manfaat 
sebagai berikut  : 
1. Untuk menambah pengetahuan dan wawasan penulis dalam bidang 
perpajakan. 
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2. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi sebuah informasi yang berguna 
bagi peneliti lainnya dalam permasalahan yang sama. 
3. Dapat menyumbangkan pemikiran terhadap masalah yang berkaitan dengan 
pembayaran pajak bumi dan bangunan. 
 
1.4     Metode Penelitian 
1.4.1 Lokasi Penelitian 
Lokasi Penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu di Badan Pendapatan 
Daerah (BAPENDA) Kabupaten Rokan Hulu Jln. Tuanku Tambusai Km 4 
Komplek Bina Praja Perkantoran Pemda Pasirpengaraian, tepatnya di Kecamatan 
Rambah Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau.  
1.4.2 Waktu Penelitian 
Penelitian dilakukan pada tanggal 13 Februari sampai dengan 13 Maret 
2020. 
1.4.3 Jenis Data 
Penulis menggunakan data primer dan sekunder dalam penulisan : 
1. Data Primer 
Data primer adalah data yang diambil penulis secara langsung dari 
objek penelitian. 
2. Data Sekunder  
Data sekunder adalah data yang penulis ambil secara tidak langsung 
dari objek penelitian. Penulis mendapatkan data yang sudah jadi dan 
dikumpulkan oleh pihak lain yang dijadikan dalm bentuk dokumen, arsip 
dan catatan lain yang diperlukan. 
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1.4.4 Metode Pengumpulan Data 
Dalam pengumpulan data penelitian peulis menggunakan metode observasi, 
wawancara dan dokumentasi : 
1. Observasi 
Observasi adalah perolehan aktif informasi dari sumber utama. 
Penulis turun langsung kelapangan untuk mengamati secara dekat 
permasalahan yang sedang diteliti yaitu mengenai Payment Online Sistem 
pajak bumi dan bangunan Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten 
Rokan Hulu. 
2. Wawancara 
 Wawancara adalah percakapan yang dilakukan oleh penulis dengan 
narasumber guna untuk mendapatakan informasi akurat yang berkaitan 
dengan penelitian yang sedang dilakukan penulis. Pengambilan data melalui 
wawancara dilakukan baik secara lisan/langsung maupun lewat telephon. 
3. Dokumentasi 
 Dokumentasi adalah pengumpulan data dengan cara Mengambil 
data dari catatan dokumentasi maupun arsip sesuai dengan yang penulis 
butuhkan. Dokumentasi ini diperoleh dari dokumen dan arsip dari tempat 
penelitian. 
1.4.5 Analisis Data 
 Penulis menganalisis data yang diperoleh dengan menggunakan penjelasan 
secara deskriptif, yaitu dengan mendeskripsikan atau menggambarkan data yang 
dikumpulkan selama proses penelitian tanpa bermaksud untuk membuat 
kesimpulan yang berlaku umum.  
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1.5  Sistematika Penulisan 
Dalam penulisan Tugas Akhir (TA) dibagi menjadi 4 (empat) bab yang 
setiap babnya saling berhubungan satu sama lain. Sistematika penulisan adalah 
sebagai berikut : 
BAB I :    PENDAHULUAN 
  Bab ini berisi Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan 
dan Manfaat Penulisan, Metode Penelitian, Teknik Pengumpulan 
Data, Analisis Data dan Sistematika Penulisan.  
BAB II :   GAMBARAN UMUM TEMPAT PENELITIAN 
  Bab ini penulis menguraikan Gambaran Umum Instansi tempat 
penelitian, Sejarah Bapenda Kabupaten Rokan Hulu, Visi Misi, 
Sasaran dan Tujuan Kabupaten Rokan Hulu, Struktur Organisasi dan 
aktivitas yang ada di Bapenda Kabupaten Rokan Hulu tersebut. 
BAB III :  TINJAUAN TEORI DAN PRAKTEK 
  Bab ini berisikan Pengertian Pajak, Fungsi Pajak, Jenis-jenis Pajak, 
Pengertian Pajak Bumi dan Bangunan, Objek Pajak Bumi Dan 
Bangunan, Penegcualian Objek Pajak Bumi dan Bangunan, Tarif 
Pajak, Dasar Pengenaan Pajak, Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena 
Pajak, Payment Online System, Pajak Dalam Islam, Perbandingan 
antara teori dan praktek dalam pembayaran Pajak bumi dan 
bangunan, Perbandingan pembayaran PBB sebelum dan setelah 
menggunakan POS, Kendala yang terjadi setelah menggunakan POS, 
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Target dan realisasi penerimaan setelah menggunakan POS Di 
Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hulu. 
BAB IV :  PENUTUP 
  Bab Penutup ini berisikan Kesimpulan dan Saran yang diperoleh dari 
penelitian yang telah dilakukan oleh penulis. 
DAFTAR  PUSTAKA
 10 
BAB II 
GAMBARAN UMUM TEMPAT PENELITIAN 
 
2.1 Sejarah Berdirinya Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hulu 
Kabupaten Rokan Hulu merupakan kabupaten yang dibentuk berdasarkan 
Undang-Undang Nomor 34 tahun 2008 tentang perubahan ketiga atas Undang-
Undang Nomor 53 tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, 
Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten 
Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam. 
Menimbang bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 212 Undang-
Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah juncto pasal 3 ayat 
(1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, perlu 
menetapkan peraturan daerah tentang pembentukan dan susunan perangkat 
daerah, maka dari itu Dengan persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah Kabupaten Rokan Hulu bersama Bupati Rokan Hulu Memutuskan 
Menetapkan: Peraturan Daerah Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 
Daerah. Yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 5 Tahun 2016. 
Dalam menetapkan besaran dan susunan organisasi perangkat daerah, Bupati 
memperhatikan asas: 
a. Intensitas Urusan Pemerintahan dan Potensi Daerah; 
b. Efisiensi; 
c. Efektivitas; 
d. Pembagian Habis Tugas; 
e. Rentang Kendali; 
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f. Tata Kerja Yang Jelas; dan 
g. Fleksibilitas. 
Salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di kabupaten rokan hulu 
yang dibentuk berdasarkan peraturan daerah kabupaten rokan hulu Nomor 5 tahun 
2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah yaitu Badan Pendapatan 
Daerah (BAPENDA) yang merupakan unsur pembantu Bupati dan Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dalam penyelenggaraan urusan 
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten. Badan Pendapatan 
Daerah adalah unsur penunjang urusan pemerintahan yang mejadi kewenangan 
daerah yang dipimpin oleh seorang kepala yang berkedudukan dibawah dan 
bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Badan Pendapatan 
Daerah melaksanakan fungsi penunjang keuangan sub urusan pendapatan pajak 
dan retribusi. 
 
2.2  Lokasi Geografis Kantor Bapenda Kabupaten Rokan Hulu 
Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hulu terletak di Jln. 
Tuanku Tambusai Km 4 Komplek Bina Praja Perkantoran Pemda 
Pasirpengaraian, tepatnya di Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu Provinsi 
Riau.  
 
2.3  Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Badan pendapatan Daerah Kabupaten 
Rokan Hulu 
Sejalan dengan tuntunan otonomi daerah sebagaimana diatur dalam 
Undang-Undang Nomor 5 tahun 2005, Undang-Undang Nomor 25 tahun 1999, 
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Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004, maka Badan Pendapatan Daerah 
Kabupaten Rokan Hulu telah membuat visi dan misi  
Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir 
periode perancanaan. Penetapan visi sebagai bagian dari proses perencanaan 
pembangunan merupakan suatu langkah penting dalam perjalanan 
penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan 
kemasyarakatan didaerah. Pada hakikatnya membentuk visi organisasi adalah 
menggali gambaran bersama tentang masa depan ideal yang hendak diwujudkan 
oleh organisasi yang bersangkutan. Visi adalah mental masa depan, dengan 
demikian Visi harus digali bersama, disusun bersama sekaligus diupayakan 
perwujudannya secara bersama, sehingga Visi menjadi milik bersama yang 
diyakinin seluruh elemen organisasi dan pihak-pihak yang terkait dengan upaya 
mewujudkan visi tersebut. Visi yang tepat bagi masa depan suatu organisasi 
diharapkan akan mampu menjadi akselerator bagi upaya peningkatan kinerja 
organisasi. Dalam RPJMD kabupaten rokan hulu 2017-2022, tidak ditetapkan Visi 
masing masing OPD yang ada hanya Visi kabupaten rokan hulu yaitu “Bertekad 
Mewujudkan Kabupaten Rokan Hulu Sejatera Melalui Peningkatan 
Pembangunan Ekonomi Kerakyatan, Pendidikan, Infrastruktur, Kesehatan 
Dan Kehidupan Agamis Yang Harmonis Dan Berbudaya.” 
Untuk mewujudkan Visi yang telah ditetapkan tersebut maka disusunlah 
Misi yang merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan 
dilaksanakan. Misi yang ditetapkan yaitu : 
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a. Mewujudkan pengembangan ekonomi yang berbasis kerakyatan pada 
masyarakat perdesaan dan mendorong berkembangnya investasi untuk 
pengentasan kemiskinan sehingga terwujud keseimbangan pembangunan 
antara kecamatan dan desa serta antar kelompok masyarakat; 
b. Mewujudkan kualitas sumber daya manusia cerdas dan sehat dilandasi 
keimanan dan ketakwaan; 
c.  Mewujudkan ketersediaan infrastruktur jalan dari desa kekota guna 
membuka bagi peningkatan aksebilitas produksi perekonomian masyarakat 
perdesaan; 
d. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa 
melalui penyelenggaraan pemerintahan yang aspiratif, partisipatif dan 
transparan; 
e. Mewujudkan kehidupan beragama sebagai landasan budaya saling 
menghormati antar etnik dan agama yang berbeda sehingga tercipta 
keamanan dan ketentraman. 
2.4  Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan 
Hulu 
Susunan organisasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hulu 
terdiri dari: 
1. Kepala Badan Bapenda 
a. Sekretariat; 
b. Bidang Pendataan; 
c. Bidang Pembukuan; 
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d. Bidang Penagihan dan Keberatan; 
e. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas; Dan 
f. Kelompok Jabatan Fungsional; 
2. Sekretariat terdiri dari: 
a. Sub Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan; dan 
b. Sub Bagian Umum, Perlengkapan dan Keuangan; 
3. Bidang Pendataan terdiri dari: 
a. Seksi Pendaftaran dan Pendataan; 
b. Seksi Penilaian; 
c. Seksi Pengolahan Data; 
4. Bidang pembukuan terdiri dari : 
a. Seksi Pembukuan dan Pelaporan; 
b. Seksi PBB dan BPHTB; 
c. Seksi Penetapan; 
5. Bidang Penagihan dan Keberatan terdiri dari:  
a. Seksi Penagihan; 
b. Seksi Penghitungan dan Keberatan;dan 
c. Seksi Penelitian. 
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan 
7. Kelompok Jabatan Fungsional 
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Gambar 1.1 Struktur Organisasi Badan pendapatan daerah Rokan Hulu 
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2.5  Uraian Tugas 
Uraian tugas pokok dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan 
Hulu sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 55 tahun 2016 tentang Kedudukan, 
Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pendapatan 
Daerah. 
1. Kepala Badan 
Dalam penyelenggaraan tugasnya kepala badan mempunyai fungsi 
sebagai berikut : 
a. Perumusan dan penetapan rencara strategis dan rencana kerja badan 
sesuai dengan visi dan misi daerah; 
b. Penetapan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan urusan 
lingkup bidang pendapatan daerah; 
c. Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas sekretariat, bidang-
bidang, UPTD dan kelompok jabatan fungsional; 
d. Pembinaan administrasi perkantoran; 
e. Pemberian pelayanan dan pembinaan kepada unsur terkait dibidang 
pendapatan daerah serta pelaksanaan hubungan kerjasama dengan 
SKPD, lembaga/instansi terkait dalam rangka penyelenggaraan kegiatan 
badan; 
f. Pembinaan dan pengembangan karir pegawai badan; 
g. Pelaksanaan tugas selaku pengguna anggaran / pengguna barang. 
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2. Sekretariat 
Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris yang berkedudukan 
dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala badan dengan tugas 
melakukan penyusunan program kerja dan rencana kegiatan, melaksanakan 
administrasi umum, mengelola administrasi keuangan, mengelola 
administrasi kepegawaian, dan melaksanakan administrasi perlengkapan dan 
perawatan, serta menata usahakan kegiatan lainnya. 
Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana yang dimaksud diatas, 
sekretaris mempunyai fungsi: 
a. Penyiapan bahan pelayanan, koordinasi dalam urusan umum, 
menyiapkan bahan penyusunan perencanaan; 
b. Pelaksanaan rencana anggaran baik anggaran rutin maupun anggaran 
pembangunan dilingkungan badan pendapatan daerah kabupaten rokan 
hulu; 
c. Pelaksana penyusunan data, informasi, penyusunan program, evaluasi 
dan pelaporan; 
d. Menyusun rencana dan program kerja masing-masing unit kerja 
dilingkungan badan pendapatan daerah kabupaten rokan hulu; 
e. Menghimpun rencana dan program kerja masing-masing unit kerja 
dilingkungan badan pendapatan daerah kabupaten rokan hulu 
f. Menyusun rencana anggaran, pelaksanaan pembukuan, perbendaharaan, 
gaji dan tunjangan pegawai serta pelaksanaan pendapatan lain-lain; 
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g. Pelaksanaan kegiatan administrasi kepegawaian, perencanaan dan 
pembangunan pegawai, peningkatan kemampuan, disiplin dan 
kesejahteraan pegawai. 
a. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi Dan Pelaporan 
Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan dipimpin oleh 
seorang kepala yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab 
kepada Sekretaris dengan tugas membantu sekretaris dalam 
melaksanakan penyusunan data, informasi, perencanaan, evaluasi dan 
pelaporan. 
Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, 
kepala sub bagian perencanaan, evaluasi dan pelaporan mempunyai 
fungsi: 
1) Merencanakan kegiatan Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan 
berdasarkan kegiatan tahun sebelumnya, sebagai bahan untuk 
melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan yang telah 
ditetapkan; 
2) Memberi petunjuk kepada bawahan di lingkungan Sub bagian 
Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan dalam melaksanakan tugas 
sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang berlaku sehingga 
tercapai efektifitas dan efisiensi pelaksanaan tugas; 
3) Membagi tugas atau kegiatan kepada para bawahan di Sub bagian 
Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan dengan memberikan arahan 
baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan permasalahan dan 
bidang tugasnya masing-masing; 
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4) Membimbing para bawahan di lingkungan Sub bagian Perencanaan 
Evaluasi dan Pelaporan melaksanakan tugas agar sesuai dengan 
peraturan dan ketentuan yang berlaku; 
5) Memeriksa, mengoreksi dan mengontrol hasil kerja para bawahan di 
lingkungan Subbagian Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan guna 
penyempurnaan lebih lanjut; 
6) Menilai kinerja para bawahan di lingkungan Sub bagian Perencanaan 
Evaluasi dan Pelaporan berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk 
dipergunakan sebagai bahan dalam peningkatan karier; 
7) Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, 
kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis, serta bahan-bahan 
lainnya yang berhubungan dengan Sub bagian Perencanaan Evaluasi 
dan Pelaporan sebagai pedoman dan landasan kerja. 
b. Sub Bagian Umum, Perlengkapan Dan Keuangan 
Sub Bagian Umum, Perlengkapan dan Keuangan dipimpin oleh 
seorang kepala yang  berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab 
kepada Sekretaris dengan tugas menyiapkan bahan pelayanan, 
koordinasi, dalam urusan umum, perpustakaan,  surat menyurat, 
kearsipan, menyiapkan bahan penyusunan perencanaan dan 
pengembangan pegawai, mutasi pegawai, serta evaluasi kinerja dan 
kesejahteraan pegawai tupoksi umum, pengkajian terhadap rancangan 
peraturan daerah serta menyusun program keuangan dalam laporan 
keuangan. 
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Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala 
Sub Bagian Umum, Perlengkapan dan Keuangan mempunyai fungsi: 
1) Merencanakan kegiatan Sub bagian Umum dan Kepegawaian   
berdasarkan kegiatan tahun sebelumnya serta sumber data yang ada 
sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan 
yang telah ditetapkan; 
2) Memberikan petunjuk kepada para bawahan di lingkungan Sub 
bagian Umum dan Kepegawaian, agar dalam melaksanakan tugas 
sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang berlaku, sehingga 
tercapai efektifitas pelaksanaan tugas; 
3) Membagi tugas atau kegiatan kepada para bawahan di lingkungan 
Sub bagian Umum dan Kepegawaian dengan memberikan arahan, 
baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan permasalahan dan 
bidang tugasnya masing-masing; 
4) Memeriksa hasil kerja para bawahan di lingkungan Sub bagian 
Umum dan Kepegawaian guna penyempurnaan lebih lanjut; 
5) Menilai prestasi kerja para bawahan di lingkungan Sub bagian 
Umum dan Kepegawaian berdasarkan hasil yang telah dicapai untuk 
dipergunakan sebagai bahan dalam peningkatan karier; 
6) Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan 
kebijaksanaan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-
bahan lainnya yang berhubungan dengan Sub bagian Umum dan 
Kepegawaian; 
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7) Mencari, mengumpulkan, menghimpun serta mengolah data dan 
informasi yang berhubungan dengan bidang Sub bagian Umum dan 
Kepegawaian. 
3. Bidang Pendataan 
Bidang Pendataan dipimpin oleh seorang kepala yang berkedudukan 
dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris 
dengan tugas Membantu kepala badan dalam melaksanakan penyiapan 
perumusan evaluasi dan koordinasi di bidang Pendaftaran dan Pendataan, 
Penilaian dan Keberatan, serta pengolahan data. 
Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala 
Bidang Pendataan mempunyai fungsi: 
a. Perumusan kebijakan teknis pendaftaran, pendataan dan penetapan Pajak 
Daerah; 
b. Pelaksanaan pendaftaran dan pendataan Wajib Pajak, menghimpun dan 
mengolah data objek dan subjek Pajak Daerah; 
c. Penyusunan Daftar Induk Wajib Pajak Daerah; 
d. Penghitungan dan penetapan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; dan 
e. Pelaksanaan dan pendistribusian serta penyimpanan surat-surat 
perpajakan berkaitan dengan pendaftaran, pendataan dan penetapan 
Pajak Daerah. 
a. Seksi Pendaftaran dan Pendataan 
Seksi Pendaftaran dan Pendataan dipimpin oleh seorang kepala 
yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala 
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Bidang Pendataan dengan tugas membantu Kepala Bidang dalam 
melaksanakan tugas dibidang Perdaftaran dan Pendataan. 
Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala 
Seksi Pendaftaran dan Pendataan mempunyai fungsi: 
1) Mendistribusikan dan menerima kembali formulir pendaftaran, 
SPTPD / SPOP PBB yang telah diisi oleh Wajib Pajak; 
2) Melakukan pendataan terhadap objek dan subjek Pajak Daerah; 
3) Melaksanakan penghitungan dan penetapan secara jabatan Pajak 
Daerah serta menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) dan 
Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD); 
4) Melaksanakan penetapan Surat Ketetapan Pajak / Retribusi Daerah 
Kurang Bayar (SKPDKB/SKRDKB), Surat Ketetapan Pajak / 
Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT/ 
SKRDKBT), Surat Ketetapan Pajak/Retribusi Daerah Nihil 
(SKPDN/SKRDN), Surat Ketetapan Pajak /Retribusi Daerah Lebih 
Bayar (SKPDLB/SKRDLB); 
5) Menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas; dan 
6) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang. 
b. Seksi Penilaian 
Seksi Penilaian dipimpin oleh Kepala yang berkedudukan 
dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pendataan 
dengan tugas membantu Kepala Bidang dalam melaksanakan tugas 
dibidang Penilaian, 
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Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, 
Kepala Seksi Penilaian mempunyai fungsi : 
1) Mendistribusikan, menerima, meneliti kelengkapan dan validasi 
SSPD BPHTB; 
2) Melakukan penilaian nilai jual objek pajak; 
3) Menerima dan memeriksa  kelengkapan  permohonan  pelayanan    
PBB P-2; 
4) Melakukan pelayanan pengaduan di bidang Pajak Daerah; 
5) Menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas; dan 
6) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang. 
c. Seksi Pengolahan Data 
Seksi Pengolahan Data dipimpin oleh Kepala yang 
berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang 
Pendataan dengan tugas membantu Kepala Bidang dalam melaksanakan 
tugas dibidang pengolahan Data. 
Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala 
Seksi Pengolahan Data mempunyai fungsi: 
1) Membuat dan memelihara Daftar Induk Wajib Pajak dan 
menerbitkan Kartu Pengenal NPWPD; 
2) Mengolah data formulir pendaftaran / SPOP PBB P-2, menerbitkan 
dan mendistribusikan SPPT PBB P-2 kepada Wajib Pajak; 
3) Mengolah data perolehan objek pajak BPHTB dan melakukan entry 
data mutasi PBB P-2 berdasarkan SSPD BPHTB; 
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4) Melakukan entry data hasil pelayanan PBB P-2 dan perubahan peta; 
5) Menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas;dan 
6) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang. 
4. Bidang Pembukuan 
Bidang Pembukuan dipimpin oleh seorang Kepala yang 
berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan 
melalui Sekretaris dengan tugas Membantu kepala badan dalam 
melaksanakan pembukuan dan pelaporan pendapatan daerah. 
Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala 
Bidang Pembukuan mempunyai fungsi: 
a. Perumusan prosedur pembukuan dan pelaporan pendapatan daerah; 
b. Pelaksanaan pencatatan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah 
kedalam daftar jenis pajak daerah dan retribusi daerah serta DHKP PBB 
P-2; 
c. Pelaksanaan koordinasi pemungutan PBB P-2; 
d. Pelaksanaan koordinasi penerimaan bagi hasil pajak dan bukan pajak 
dari pemerintah pusat dan propinsi; dan 
e. Penyusunan laporan realisasi penerimaan pendapatan daerah 
a. Seksi Pembukuan dan Pelaporan 
Seksi Pembukuan dan Pelaporan dipimpin oleh Kepala yang 
berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang 
Pembukuan yang mempunyai tugas Membantu kepala bidang dalam 
melaksanakan pembukuan dan pelaporan pendapatan daerah. 
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Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala 
Seksi  Pembukuan dan Pelaporan mempunyai fungsi: 
1) Perumusan prosedur pembukuan dan pelaporan pendapatan daerah; 
2) Pelaksanaan pencatatan penerimaan pajak daerah dan retribusi 
daerah kedalam daftar jenis pajak daerah dan retribusi daerah serta 
DHKP PBB P-2; 
3) Pelaksanaan koordinasi pemungutan PBB P-2; 
4) Pelaksanaan koordinasi penerimaan bagi hasil pajak dan bukan pajak 
dari pemerintah pusat dan propinsi; 
5) Penyusunan laporan realisasi penerimaan pendapatan daerah; dan 
6) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang. 
b. Seksi PBB dan BPHTB 
Seksi PBB dan BPHTB dipimpin oleh seorang Kepala yang 
berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang 
Pembukuan dengan tugas membantu kepala bidang Pembukan dalam 
melaksanakan tugas dibidang PBB dan BPHTB. 
Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala 
Seksi  PBB dan BPHTB mempunyai fungsi : 
1) Menerima dan mencatat tembusan semua DHKP PBB P-2 dan SSPD   
BPHTB; 
2) Melakukan pembukuan penerimaan PBB dan BPHTB; 
3) Melakukan koordinasi pemungutan PBB P-2; 
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4) Menyusun laporan PBB (mingguan dan bulanan) dan BPHTB 
(bulanan); 
5) Melakukan perhitungan tunggakan PBB P-2 dan BPHTB; 
6) Menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas; dan 
7)   Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang. 
c. Seksi Penetapan 
Seksi Penetapan dipimpin oleh seorang Kepala yang 
berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang 
Pembukuan dengan tugas membantu kepala bidang Pembukuan dalam 
melaksanakan tugas dibidang Penetapan. 
Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, 
Kepala Seksi Penetapan mempunyai fungsi: 
1) Menerima dan mencatat tembusan semua Surat Ketetapan 
Pajak/Retribusi Daerah (SKPD/SKRD), Surat Ketetapan 
Pajak/Retribusi Daerah Kurang Bayar (SKPDKB/SKRDKB), Surat 
Ketetapan Pajak/Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan 
(SKPDKBT/SKRDKBT), Surat Ketetapan Pajak/Retribusi Daerah 
Nihil (SKPDN/SKRDN), Surat Ketetapan Pajak/Retribusi Daerah 
Lebih Bayar (SKPDLB/SKRDLB); 
2) Melakukan pembukuan penerimaan Pendapatan  Daerah selain PBB  
P-2 dan BPHTB; 
3) Melakukan perhitungan tunggakan Pajak Daerah dan Retribusi 
Daerah; 
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4) Menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas; dan 
5) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.  
5. Bidang Penagihan dan Keberatan 
Bidang Penagihan dan Keberatan dipimpin oleh seorang Kepala 
yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan 
melalui Sekretaris yang mempunyai tugas Membantu kepala badan dalam 
melaksanakan Penagihan pajak daerah dan pendapatan daerah lainnya, 
melaksanakan penghitungan serta memproses keberatan dan surat 
permohonan banding serta mengadakan penelitian lapangan pajak daerah 
dan pendapatan daerah lainnya. 
Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, 
Kepala Bidang Penagihan dan Keberatan mempunyai fungsi : 
a. Perumusan kebijakan tentang sistem dan prosedur penagihan dan 
keberatan; 
b. Pelaksanaan penagihan pajak daerah dan retribusi daerah dan 
pendapatan daerah lainnya serta melakukan penghapusan tunggakan; 
c. Pelaksanaan proses pengajuan keberatan dan pengurangan, pembetulan, 
pembatalan, pengurangan/penghapusan sanksi administrasi, restitusi, 
kompensasi dan permohonan banding; dan 
d. Pelaksanaan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan 
kewajiban perpajakan dan retribusi dalam rangka melaksanakan 
peraturan perundang-undangan. 
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a. Seksi Penagihan 
Seksi Penagihan dipimpin oleh seorang Kepala yang 
berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang 
Penagihan dan Keberatan dengan tugas membantu kepala bidang 
Penagihan dan Keberatan dalam melaksanakan tugas dibidang 
Penagihan. 
Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala 
Seksi penagihan mempunyai  fungsi: 
1) Menyiapkan dan mendistribusikan surat menyurat dan dokumentasi 
yang berhubungan dengan penagihan; 
2) Melakukan penagihan pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan 
daerah lainnya yang telah melampaui batas waktu jatuh tempo; 
3) Memproses kadaluarsa penagihan dan penghapusan tunggakan; 
4) Menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas; dan 
5) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang. 
b. Seksi Penghitungan dan Keberatan 
Seksi Penghitungan dan Keberatan dipimpin oleh seorang Kepala 
yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala 
Bidang Penagihan dan Keberatan dengan tugas membantu kepala bidang 
Penagihan dan Keberatan dalam melaksanakan tugas dibidang 
Penghitungan dan Keberatan. 
Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala 
Seksi Penghitungan dan Keberatan mempunyai fungsi: 
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1) Memproses pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan, dan 
penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi; 
2) Memproses permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak 
daerah, retribusi daerah dan pendapatan daerah lainnya; 
3) Melaksanakan penghitungan surat ketetapan pajak/retribusi daerah 
(skpd/skrd), surat ketetapan pajak/retribusi daerah kurang bayar 
(skpdkb/skrdkb), surat ketetapan pajak/retribusi daerah lebih bayar 
(skpdlb/skrdlb), surat ketetapan pajak/retribusi daerah kurang bayar 
tambahan(skpdkbt/skrdkbt), surat ketetapan pajak/retribusi daerah 
nihil (skpdn/skrdn); 
4) Memproses surat keberatan dan surat permohonan banding; 
5) Memproses kompensasi pajak daerah, retribusi daerah dan 
pendapatan daerah lainnya; 
6) Menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas; dan 
7) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang. 
c. Seksi Penelitian 
Seksi Penelitian dipimpin oleh seorang Kepala yang 
berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang 
Penagihan dan Keberatan dengan tugas membantu kepala bidang 
Penagihan dan Keberatan dalam melaksanakan tugas dibidang Penelitian 
Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud 
pada, kepala Seksi Penelitian mempunyai fungsi : 
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1) Mengadakan penelitian lapangan pajak daerah, retribusi daerah dan 
pendapatan daerah lainnya; 
2) Melakukan penelitian lapangan atas permohonan keberatan dan 
pengurangan pajak daerah, retribusi dan pendapatan daerah; 
3) Melakukan penelitian lapangan atas permohonan mutasi PBB - P2;  
4) Menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas; dan 
5) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang. 
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BAB IV 
PENUTUP 
 
4.1  Kesimpulan 
 Berdasarkan permasalahan yang telah penulis kemukakan diatas, dan 
berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan dengan judul Analisis Payment 
Online System Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Pada Badan Pendapatan Daerah 
Kabupaten Rokan Hulu maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut: 
1. Pembayaran PBB di Kabupaten Rokan Hulu pada tahun 2012-2017 masih 
dilakukan secara offline  atau manual sehingga membutuhkan waktu yang 
lama dalam mengurus pembayarannya dan pada sistem pembayaran Offline 
masih banyak terdapat kekurangan lainnya. kemudian seiring dengan 
perkembangan teknologi dan jaringan, kominfo memunculkan sistem 
pembayaran secara online. Pemerintah daerah Kabupaten Rokan Hulu mulai 
menerapkan sistem online pada pembayaran PBB pada tahun 2018  dan 
menjadikan ini sebagai salah satu cara untuk mendongkrak penerimaan 
daerah.  
2. Penerapan Payment Online System (POS) pada Pembayaran PBB P-2 di 
Kabupaten Rokan Hulu memberikan dampak yang cukup positif terhadap 
penerimaan daerah dari sektor PBB P-2, sehingga terjadi peningkatan 
penerimaan dari tahun sebelum diterapkannya Payment Online System.  
3. Banyak manfaat yang ditawarkan dalam pembayaran pajak secara online, 
seperti: membayar pajak dapat dilakukan dimana saja dan kapan saja, dapat 
menghemat waktu dan tenaga, serta dapat meminimalisir kesalahan. 
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4. Jumlah Objek pajak yang membayar PBB pada tahun pertama 
diterapkannya Payment Online System menurun dari tahun sebelum 
diterapkannya Payment Online System, hal ini disebabkan pada tahun 2017 
banyak objek pajak baru yang mendaftar PBB P-2 namun tidak semua 
Objek pajak yang terdaftar tersebut melakukan pembayaran kembali pada 
tahun 2018. Artinya kesadaran masyarakat akan pentingnya membayar PBB 
masih kurang walaupun pemerintah sudah memudahkan sistem 
pembayarannya. 
 
4.2  Saran 
 Berdasarkan penelitian yang dilakukan, saran yang dapat penulis berikan 
yaitu sebagai berikut : 
1. Sebaiknya Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hulu merespon 
lebih cepat sistem pembayaran online yang dimunculkan Kominfo dan 
menerapkannya sehingga manfaatnya dapat dirasakan lebih awal 
2. Sebaiknya Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hulu 
mempertahankan sistem yang sudah ada serta menambah Fasilitas yang 
mendukung  penerapan Payment Online System di Kabupaten Rokan Hulu. 
3. Hendaknya Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hulu memberikan 
Informasi yang lebih spesifik kepada masyarakat Kabupaten Rokan Hulu. 
4. Sebaiknya Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu terjun langsung kelapangan 
untuk melakukan pengawasan terhadap objek pajak yang sudah terdaftar 
PBB P-2 tetapi belum melakukan pembayaran. Selain itu , penyuluhan 
tentang pentingnya PBB  bagi  Kabupaten Rokan Hulu juga  harus 
dilakukan agar kesadaran masyarakat meningkat.   
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1. Wawancara 
1. Kapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P-2) 
Mulai dipungut di Kabupaten Rokan Hulu? 
2. Berapa Besarnya Tarif PBB P-2 yang diterapkan di Kabupaten Rokan 
Hulu? 
3. Apa Dasar Hukum Pelaksanaan Pemungutan dan Pembayaran PBB P-2 di 
Kabupaten Rokan Hulu? 
4. Bagaimana Prosedur Pembayaran PBB P-2 sebelum Menggunakan 
Payment Online System (POS)? 
5. Kapan Sistem Pembayaran Online Mulai diterapkan di Kabupaten Rokan 
Hulu?  
6. Mengapa Sistem Pembayaran PBB P-2 di Rokan Hulu di ganti dengan 
Sistem Pembayaran Online? 
7. Bagaimana Prosedur Pembayaran PBB P-2 Setelah Menggunakan 
Payment Online Sistem ? 
8. Apa Keuntungan dan Kendala Setelah diterapkannya Payment Online 
System (POS)? 
9. Apakah Setelah diterapkannya Payment Online System mempunyai 
pengaruh terhadap Penerimaan Daerah? 
 
 
 
 
  
 
2. Dokumentasi 
 
 
3. Bentuk Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan 
Bangunan 
 
 
  
 
4. Bentuk STTS Sebelum menggunakan POS yang dikeluarkan Pihak 
Bapenda Rokan Hulu 
 
 
5. Bentuk STTS Setelah menggunakan POS yang dikeluarkan oleh pihak 
Bank Riau Kepri 
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